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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151) sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN No. 4884); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun
2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 113, TLN No. 5254); PP
No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Permenkeu Rl No. 126/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah bagian dari Dana
Otonomi Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, yang dialokasikan kepada
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum
Nasional.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditujukan terutama untuk dana pendidikan dan kesehatan. Dana Tambahan Infrastruktur
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutama
ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2011.



